
Sub Bagian l-lumas clern Tata Usaha Bpt( Rl perwal<ilan provinsi Bali

13a1 t
,H f nstWf

Guru Abdi Digaji \/
Rp 300 Ribu Per Bulan

Singaraja (Bali Post)
Duuia perqd-idikaqdi Buleleng kurang apresiatif terhadap guru kontrak dan

guru mengabdi. Realitas itu terjadi di salah satu sekolan ai t<ubutambahan. Bu-
kan s:-ia \anya mcnd_apat gaji Rp 300 ribu, gaji guru yang mengabdi seringkali
mandek. Baru diberikan setelah dua hinggiliga buian iekali]Padahal p-eran
gu-ru sebagai pahlawan tanda jasa tidak pernfh surut mendidik siswalsiswi
sebagai pelita penerus bangsa.

Dua guru mengabdi di
kelas jauh SD 2 lfunjung.
Banjar Dinas Tonggak, Desa
Tunjung, Kubutambahan,
Ni Made Ari Devi Yanti (28),
bekerja sebagai guru abdi.
Ia memperoleh pendapatan
Rp 300 ribu per bulan. Nilai
upah tersebut jauh di atas
rata-rata UMR Buleleng Rp
1.650.000. Padahal untuk
ke sekolah ia menempuh
jarak pulang-pergi sejauh
enam kilometer. Setibanya
di sekolah ia mengajar mata
pelajaran Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia pada kelas
I, IV, V dan kelas VI. Hara-
pannya kepada pernerintah
agar mencarikan solusi terh-
adap nasib guru abdi di desa.
Setidaknya nilai upah guru
ke depan mampu memenuhi
kebutuhan dapur sehari-hari.
"Kalau di rumah saya buka
warung kecil-kecilan. Profesi
guru abdi sudah setahun ini
saya dilakoni, kareua sudah
telanjur berkecimpung di
dunia pendidikan. Pakai beli
bensin saja uangn;'a sudah
habis. Supaya nanti ada per-
hatian lebih dari pemerintah,
agar bisa diangkat jadi guru
kontrak saja sudah bersyu-
kur," ujar Devi Yanti, alumni
Jurusan PGSD Undiksha
Singaraja tahun 2007.

Guru abdi lainnya, Ni Ko-

mang Warniki, sehari-hari
mengajar cilahraga. Sedan-
gkan lima guru yang sudah
dikontrak adalah I Made Mus-
tawan, I Nyoman Gunastra, I
Made Sujana Arta, Ni Made
Astiti Ningsih, dan termasuk
penjaga sekolah I Ketut Car-
ma. Untuk guru kontrak digaji
Rp 1juta.

Kepala SD 2 TunjungMade
Arca berbeda lagi. Ia kes-
ehariannya mengurls dua
sekolah sekaligus, ia bertu-
gas di induk SD 2 Tunjung
di Banjar Dinas Pendlisan,
Kubutambahan dan kelas jauh
berada di SD 2 Tunjung di
Banjar Dinas Tonggak, Kedua
sekolah itu berjarak tujuh kilo-
meter. Rata-rata setiap kelas
berisi 26 murid. Sekolah telah
memili.ki enam ruangan kelas
representatif. Belakangan
hanya membutuhkan rehab
perpustakaan sebagai ruang
membaca siswa-siswi.

Salah satu guru kontrak
bernama I Made Mustawan
mengatakan, pendapatan upah
sebulan dari mengajar pelaja-
ran Agama Hindu Rp 1 juta.
Sejak mengajar lima tahun
terakhir. ia sempat menerima
upah Rp 500 ribu di tahun
2009. Beruntung tahun ini
gajinya dinaikkan. Upah yang
diterima kini masih tergolong
terbatas. Ia lalu mensambil

pekerjaan sampingan, yakni
memelihara ternak sap,i dan
babi. "Kalau jam kerja sama
seperti pegawai biasa tl jam,.
Pendapatan upah yang nrinim.
ya... terpaksa saya cukupi
untuk istri dan dua anall saya
di rumah," ucapnya.

Mustawan menuturkan,
SD 2 Tunjung idealnya mem-
butuhkan enam guru kelas,
satu guru agama dan satu
guru olahraga. Ia kini baLhkan
merangkap jabatan mengajar
sebagai guru agama, guru Ba-
hasa Bali dan guru wali kelas
VI. "Sekarangbelum memadai
seluruhnya. Kalau jumlah
siswa kami di SD 2 mencapai
126 orang di kelas jauh, dan
masing-masing kelas berisi 26
siswa-siswi," tuturnya.

Banyak yang berpenda-
pat bahwa upah Rp 300 ribu
bagi guru abdi sangat tidak
manusiawi. Dari info yang
diperoleh, pemkab hanya bisa
mengangkat guru kontrak
sangat terbatas. Anggaran
upah guru kontrak dari Dis-
dik Buleleng melalui APBD
Rp S miliar setahun. Fak-
tanya sekarang guru kelas
di Buleleng memang kurang
lagi 1.824 orang, khusus guru
tingkat SD tersebar di seluruh
kecamatan. Guru kontrak di
Buleleng kurang lebih ada 700
orang. (kmb34)
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Pemungutan Belum Secara "Online"

BadungKqhilangan

Potensi PHR Rn 3,2 Triliun
Mangupura (Bali Post) -Lantaran belum_dilakukan pemungutan secara
7ryline, pgnd3Ratan Kabupaten naauog faog aominan
Derasat dari sektor pariwisata belum menghasilkan
maksimal. Bahkan, {oplsi fff OpnO ildil;-;;:
pre d iks i Gumi Ke ris. kJ h ilan gaq pot-nsit"i;i fi; Idan Restoran (PHR) Rp 8,2 i"iti'"". *n;;6; p;;i;:
tunga-n 

-ting_kat hunian hotel hanya 2b persen sertarote dolar har_rva-_Rn 1o.000,_potio"i pjin B;;;;mencapai-Rp G triliun," ujar'Iietua Komisi III. Nvi
r1La,n.Satria, saat ditemui di gedung a"*"r, t'<"ri.i"(8/10) kemarin.

. . 
Denganbegitu, NyomanSa- Untuk menekan kebocorantna menyebutkan kehilangan potensi pajak, DpRD Badungpotensi PHR. B3dung selama iaat ini g"rr"". merancansrnr mencapal Kp B,Z triliun, ranperda pajak online. Sah[

"p"9L 
pendapatan aslr daer_ satu tujuannya, untuk memi_

ln ({A{)^gadung^saat ini nimalkan /ost pajak serta
9l-"1{p,2,?tnliun.,Angka itu meningkatkan pendapatan
9^pglo-Ieh oan luTrlah kamar asli daerah. Dengan penera-
10.000 sala dikalikarr roont panpajakonl;nriii, piiJ"y,
rote dilaljkan 10 persen_. ',Itu merancang p""i"gk"t."FliR
nr[ung-hrtungan sederhana hi.SS? Rp b00 miliar pada
dan kami me'_nperoleh angka 2Ot6"aa" hp SOO -i1i.";;e;tersebut," ungkapnya. 2012. .,Dalam dua tahuln-ke
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depan, kami menargetkan
PFiR meningkat hingga RP 1

triliun," katanYa.
Terkait Pemasangan ll'P-

ing box yang telah dilaku-
Un ai beberaPa objek Pajak'
menurut Satria, hal itu belum
merupakan peneraPan Pajak
onlini secara Penuh. "TiPing
bor masih dioperasikan secara
manual. Bisa saja transaksi
vane teriadi tidak dimasukkan
i""ulu penuh." ungkaPnYa.

Lebih jauh dijelaskannYa'
sasaran lainnYa dari Pajak
online ini adalah banYaknYa
transaksi yang diselesaikan
di luar negeri, termasuk uang-
uanqnva. MisalnYa. tamu-
tamu dirl Korea telah melaku-
kan transaksi hotel, restoran,
hiburan, dan Perjalanan di
Korea. Karena itu, Bali hanYa
memberikan PelaYanan ke-
pada tamu-tamu tersebut'
Transaksi sePerti ini banYak
lost dari Pajak. "Ini akan men-

iadi atensi kami lewat Pansus
?ajak Online ini," tegasnYa.

DisebutkannYa, saat lnr
pansus telah terbentuk dan
dipimpin oleh salah satu ang-
goia Komisi III, Yakni Ketut
Subasia. SelanjutnYa. Pansus
akan menggelar studi banding
dan melaliukan kajian real
PHR bekerja sama dengan
seiumlah universitas di BaIi.
Kendati demikian, banYak
kendala yang akan dihadaPi
di lapangan. MisalnYa, objek
studi banding. "Jakarta Yang
selama ini dikatakan sudah
menerapkan Paiak online,
ternyata belum, aPalagi daer-
ah lainnva. Karena itu, tak
tertutup kemungkinan Pansus
akan studi banding hingga
ke luar negeri," jelasnYa se-

rava menambahkan, Badung
akan meneraPkan tiga sistem
oaiak secara simultan Yakni
manual, tiping box, dan Pajak
online. (kmb27)
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Pj. BupattTinj avProyek Fisik
di Mengwi dan Abi;nsem all

SEJUMLAH prol'ek fisik
- yang dananya bersumber

ddft' Anggaran Pentlapathn
dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Badung tahun
2015, Kamis 18/10) kemarin,
ditinjau Penjabat (Pj.) Bupati
Badung Ir. I Nyoman Harry
Yudha Saka, M.M. Penin-
jauan ini guna memastikan
pelaksanaan proyek dapat ber-
jalan dengan baik, sekaligus
mengevaluasi jika ditemukan
pengerjaan yang tidak sesuai
dengan DED.

Pj. Bupati Yudha Saka di-
damprrgi Kabag Pembangunan
A.A. Bayrr Kumara serta SKPD
terkait, mengawali peninjauan
pembangunan Gedung Kop-
erasi yang berada di kawasan
Puspem Badung. Gedung den-
gan nilai kontrak Rp 9,3 miliar
lebih inl selain dimanfaatkan
untuk kantor pelayanan Kop-
erasi Bina Sejahtera Badung,
juga terdapat ruang untuk
pameran hasil kerajinan dari
Disperindagkop Badung. Ban-
gunan ini dikerjakan PT Karya
Ananda dengan pelaksanaan
240 hari kalender.

Masih di kawasan Puspem,
Pj. Bupati juga meninjau pem-
bangunan Gedung Asert yang
berada di selatan Puspem.
Proyek senilai Rp 4 miliar lebih
itu sudah hampir selesai. Ge-
dung Aset nantinya akan digu-
nakan untuk menaruh aset-aset
seperti mobil dan sepeda motor,
termasuk barang elektronik. Di
sana juga dilengkapi bangunan
untuk tempat lelang.

Dari Puspem, Pj. Bupati
melanjutkan peninjauan ke

PROYEK - Sejumloh proyek fi.sik yang dananya bersum-
ber d.ari APBD Kabupaten Badung tahun 2015, Kamis
(Afi) kemarin d.itinjau Pj. Bupati Badung Ir. I Nyoman
Horry Yud.ha Saha, M.M.

pembangunan RKB SD No.
1 Lukluk. Proyek senilai Rp
1,2 miliar lebih ini dikerjakan
CV Perama Dewata. RKB
yang berlantai 2 ini dilengkapi
masing-masing dua ruang bela-
jar dan lantai satu dapat juga
difungsikan sebagai aula. Se-

lain proye\ tgrsebut, Pj. Bupati
juga meninjau peningkatan
jalan lingkungan permukiman
Kelurahan Luklu\ rehabilitasi
Jalan Usaha Tani (Jll'T) Keca-
matan Mengwi yang berlokasi
di Desa Penarungan, pemban-
gunan trotoar simpang Abi-
ansemal-Blahkiuh, penataan
objek wisata Mumbul di Desa
Sangehdan pembangu-
nan Kantor Camat Mengwi.

Khusus proyek kantor ca-
mat sebagai tempat pelayanan

umum, mendapat atensi lebih
dari Pj. Bupati Yudha Saka.
Proyek dengan nilai kontrak
Rp 7,4 miliar lebih tersebut
mengalami peningkatan, dari
target 59,100 % terealisasi
61,170 persen. Proyek ini dik-
erjakan PT Karya BaIi Utama
Perkasa dengan waktu 240
hari kalender. Di sana Pj. Bu-
pati meninjau satu per satu
ruangan kantor, baik bangu-
nan untuk pelayanan maupun
bangunan kantor camat yang
berlantai 3 tersebut. Pada kes-
empatan tersebut, Pj. Bupati
menekankan kepada pelak-
sana proyek maupun pengawas
untuk memerhatikan kualitas
bahan bangunan yang dipergu-
nakan serta waktu pengerjaan
proyek tersebut. (ad539 )
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Retribusi Terminal Lampaui Targel
Singaraja (Bali Post) -

Retribusi terminal di Bule-
Ieng hingga pertengahan tahun
ini realisasinya melebihi target.
Tahun 2015 ini Dinas Per-
hubungan (Dishub) Buleleng
ditarget menyetorkan PAD
dari retribusi terminal sebesar
Rp 60 juta. Hingga bulan ini
realisasinya Rp 76.639.000. Me-
narilnya, PAD itu terealisasi
melebihi target setelah Dishub
mengoptimalkan Terminal
Penarukan sebagai pos pung-
utan retribusi bagi kendaraan
truk pengangkut meterial,
kendaraan pengangkut barang
dan kendaraan penumpang
umum.

Kepala Dishub Buleleng
Gede Gunawan A.P. di sela-
sela rapat dengar pendap-
at dengan Komisi II DPRD
Buleleng. Kamis (8/10) siang
kemarin mengatakan, dari
lima terminal yang dikelola
Dishub Buleleng hanya Termi-
nal Penarukan yang mampu
menghasilkan PAD lumayan
besar. Sementara terminal
lain seperti Banyuasri kini
terbagi menjadi pasar tumpah,
sehingga kontribusi PAD-
nya kecil. Apalagi, Terminal
Seririt yang sekarang hanya

tinggal nama. Faktanya saja
terminal, saat ini sudah dijadi-
kan areal pasar darurat. Ter-
minal bongkar muat barang
kini dalam tahap pengaspalan
juga ditutup karena tidak
mampu menghasilkan retri-
busi. Hanya Terminal Sang-
ket dan Terminal Pancasari
hidup dan penghasilannyatak
sebarapa. "Hanya Terminal
Penarukan yang efektif dan
hanya dari sana target PAD
kami terealisasi melebihi tar-
get," katanya.

Khusus kendaraan pen-
gangkut barang yang diar-
ahkan masuk ke Terminal
Penarukan, kata Gunawan,
nilai retribusinya dtentukan
berdasarkan Jumlah Beban
Angkut (JBB) dari kendaraan
itu sendiri. Nilai retribusinya
pun paling rendah Rp 3.000,
Rp 5.000 dan paling mahal Rp
7.000 untuk satu kali masuk
terminal. Nilai retribusi sep-
erti ini saja sudah mampu
menghasilkan pemasukan
lumayan. Jika potensi ini
dikelola Iebih serius, pihaknya
optimis akan menghasilkan
PAD lebih besar lagi. Untuk
itu, pihaknya tahun 2016
mendatang telah menyusun

program kerja untirk menata
kembali kerusakan areal Ter-
minal Penarukan.

Atas keberhasilan Dishub
tersebut, Ketua Komisi tr DPRD
Buleleng Mangku Putu Su-
diasa menyambut positif kerja
keras yang sudah dilakukan
Dishub. Usulan untuk menata
terminal yang mengalami keru-
sakan'mendapat apresiasi dan
pihaknya setuju perbaikan itu
disusulkan pada APBD Induk
2016 mendatang. Dukungan
fasilitas yang memadai sudah
menjadi kewajiban pemerintah
setelah para sopir truk atau
kendaraan penumpang umum
membay4r retribusi kepada
pemerintah. (kmb3E)
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Usulan Dana Pilkada Rp 46,8 Miliar

DewarrTawarkanv
Anggaran Bertahap

Singaraja (Bali Post) -
Proposal anggf,ran Pilkada

Buleleng mencapai Rp 46,8 mil-
iar. Usulan itu mulai disikapi
lembaga dewan. Alokasi ang-
garan yang membengkak dari
keperluan anggaran pilkada
2012 lalu membuat wakil
rakyat di Buleleng mulai "me-
meras otak" agar kc&utuhan
anggaran itu terpenuhi;,

Dewan kemudian menarvar-
kan total rencana kebutuhan
anggaran itu diusulkan ber-
tahap selama dua tahun ang-
garan yakni APBD Induk 2016
dan 201.7. Dewan juga masih
melakukan pengkajian usulan
itu, yakni mencari alokasi
anggaran yang bisa dirasional-
isasikan. Tujuannya, agar lisa
menghemat keuangan.

Hal itu mengemuka pada
rapat dengar pendapat (RDP)
antara Komisisoner KPU den-
san Komisi I DPRD, Kamis
lgito) kemarln. Rapat dipimpin
Wakil Ketua Komisi I H. Mu-
lyadi Putra didampingi Sekre-
taris Komisi Wayan Teren dan
anggotanya. Dari komisioner
KPU dipimpin ketuanya Gede
Suardana.

Rapat diawali penyampa-
ian secara garis besar proposal
kebutuhan biaya untuk menun-
jang pelaksanaan pilkada yang
dihelat Februari 2017 menda-
tang. Dari proposal itu, KPU
membutuhkan total anggaran
pelaksanaan pilkada sebesar
Rp 46,8 miliar. Dana sebesar
ini untuk membiayai tahaPan
pilkada yang berlangsung se-
lama dua bulan ke depan. Dari
perkiraan kebutuhan anggaran
itu, biaya membayar honorar-
ium dan lembur cukuP tinggi
yakni Rp 22,5 miliar. Selain
itu, biaya pengadaan hingga
Rp 24,3 miliar. BiaYa hono-
rarium sementara lm masrn
menunggu terbitnYa Peraturan
menteri keuangan (Permenleu
- red). Menunggu permenkeu
itu untuk sementara KPU mer-
ancang kenaikan honorarium
qe,"I"F"cqr1 p,**: Iil ]]PsrrJ erErr554r
dilakukan sesuai besaran hono-

rarium penyelenggara pada
pemilu sebelumnya dan pertim-
trangan laju inflasi selama dua
t,ahun terakhir. Untuk itu, nilai
t.ronorarium penyelenggara di
tingkat bawah itu dirancang
untuk dinaikkan. Kenaikan itu
mulai dari PPK yang semula Rp
1.250.000 dalam pilkada dinai-
kkan menjadiRp 2 juta. Honor
KPPS sebelumnya Rp 500.000
nai-k menjadi Rp 750.000 dan
PPS semula dibayarRp 300.000
dinailkan menjadi Rp 350.000.
Kenaikan honorarium ini tidak
mutlak dan bisa saja berubah
tergantung instruksi permen-
keu yang akan diperkirakan
segara terbit.

Dianggarkan Dua Kali
Menganggapi presentasi

kebutuhan anggaran tersebut,
Sekretaris Komisi I Wayan
Teran mengusulkan kemung-
kinan untuk membagi usulan
penganggaran dana pilkada
tersebut. Biasa saja tahun
2016 dianggarkan setengahnYa
dan kekurangannya kembali
diusulkan tahun 2017 menda-
tang. Usulan menganggarkan
dana pilkada secara bertahaP
itu mempertimbangkan kondisi
keuangan pemerintah di tahun
2016 yang masih melanjutkan
pembangunan fisik di wilaYah
perkotain. Kewajiban untuk
menyiapkan dana pilkada ini
cukup menyedot anggaran,
sehingga dalam mengantisiPasi
agar program pembangunan
tak mandek, dirinya mengusul-
kan dana pilkada dianggarkan
dua kali.

Ketua KPU Buleleng Gede
Suardana mengatakan, ses-
uai kajian dan Pertimbangan
aat menyusun ProPosal itu
pihaknya menlmsun anggaran
piltada dalam satu Paket den-
ean iumlah perkiaan RP 46.8
hitiir. Anggaran ini diharaP-
kan bisa diusulkan satu tahun
anggaran yakni pada APBD
Induk 2016. AlasannYa, men-
gapa satu paket dan satu ka-li
pengusulan, karena tahaPan
iilkalq mulai digeber Februari

2017. Bahkan, pertengahan
tahun 2016 ini KPU sudah
memerlukan anggaran untuk
membiayai kebutuhan tahapan
pilkada. Yang paling krusial
lagi Januari 2017 KPU harus
sudah menyiapkan anggaran
untuk logistik maupun mem-
biavai ad ftoc penvelencsara
pilliada. Atas lionfisi ini,"Su-
ardana mengaku waswas Lalau
menyangkut anggaran pilkada
yang belum siap, maka situasi
inibisa saja akan dimanfaatkan
pihak tertentu yang melaku-kan

upaya menghambat apalagi
sampai menunda pelaksanaan
pilkada. Selain proposal ang-
garan pilkada yang diajukan
KPU, pemerintah daerah harus
menyiapkan angagran untuk
mendukung operasional Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kaharnya Bawaslu sendiri
memerlukan anggaran Rp 10
miliar. Sementara untuk dana
pengamanan dari kepolisian
direncanakan menelan ang-
garan Rp 9 miliar.
(krnb38)

Bafi b*mb$
PRESENTASI - Ketua KPU Buleleng Gede Suardano
(tengah) soat mempresentaeihan propoeal anggaran he-
butuhan dana pilhada hepoda Kowiai I DPRD Buleleng,
Kamis (Al0 hemarin.
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Darua PKH
Tah ap I( e t I ga D i c ui*arl-

Gianyerr Digelontor Rp 960 Juta Lebih

Gianyar (Bali Polt] -
Dana Program K-eluarga

Harapan PkUt tahaP ke-
tiea di KabuPaten uranyar
m"ulai dicairfan. Untuk ta'
hap ketiga, total dana Ya1€
af-an dis-erahkan senilai RP
gOOSZS.ZSO tePada 2'836 Ke-

i"u"gu su"eat Miskin (KSM)

atau peserta PKH se-Kabu-
oaten GianYar. Pencairan
iiiak.tkan secara bertahaP
p"t t".u*"tan Yang dimulai
ikmi. (8/10) kemarin di Ke-
camatan GianYar.- 

Kepala Dinas Sosial Ka-
bupaien GianYar I.WaYan
S.tatdattu mengungkaPkan'

pencairan dana bantuan Pro--g.u* p"-"tintah.an Jokowi
["*"t ^X"-"nterian Sosial
ini meruPakan uPaYa Pe-
merintah- mengurangi dan
memutus rantai kemiskinan

"e"ta 
meningkatkan kualitas

hid,up masyarakat. Pencairan
tahap ketiga dilakukan secara

Bali Posvded

VERIFIKAS|.Prosesuerifihosipencairand.anaPKHtohaphetigad.iKantorPos
CTiiyor, Kamis (8/10) kemorin'
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bergilir di kantor pos masing-
- masing kecamatan mulai
kemarin hingga 16 Oktober
sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.

Rincian dana PKH per mas-
ing-masing kecamatan yakni
Kecamatan Gianyar sebanyak
634 penerima dengan jumlah
bantuan Rp 229.162.500, Ke-
camatan Ubud sebanyak 368
KK atau Rp 117.837.500, Ke-
camatan Sukawati gebanyak
240 penerima dengan jumlah
dana Rp 84.462.500, Keca-
matan Blahbatuh dengan
152 penerima dengan jumlah
dana Rp 61.361.250, Kecama-
tan Tegallalang 653 penerima
dengan jumlah bantuan Rp
214. 600.000, Kecamatan
Tampaksiring dengan 345
penerima dengan bantuan
dana Rp 138.125.000, dan Ke-
camatan Payangan sebanyak
444 penerima dengan bantuan
dana Rp 138.125.000.

Dikatakannya, besaran
dana bantuan untuk PKH ta-

hap ketiga disesuailan dengan
kategori penerima bantuan.
Untuk tingkat SD sebesar Rp
450.000 per orang, per tahun.
Kemudian SMP Rp 750.000
per tahun dan SMA sebanyak
Rp 1 juta per tahun. Khusus
untuk ibu hamil atau nifas
atau balita mendapat bantuan
Rp 1 juta per tahun.

"Jumlah penerima bantuan
setiap tahapan bisa berbeda,
karena kemungkinan terjadi
pergeseran kondisi seperti
yang SD sudah naik ke SMP
atau ibu hamil sudah mela-
hirkan bantuan dialihkan
menjadi bantuan balita,"
tambahnya.

Salah satu penerima ban-
tuan, Ni Komang Sudiani,
mengungkapkan, pihaknya
merasa terbantu dengan
adanya program tersebut.
Dia pun berharap bantuan
semacam ini dapat terus ber-
lanjut, karena dinilai berman-
faat bagi keluarga kurang
mampu. (kmb25)

Ker:amatan Ubud
Kecamatan Sukawati
Ker:amatan Blahbatuh

368 KK - Rp 117.837.500
240 KK- Rp 84.462.500
152 KK - Rp 61.361.250
653 KK -Ro214.600.000
345 KK - Rp 138,125,000
444KK - Ro 138.125.000.

Ker:amatan Tegallalang

Ker:amatan Tampaksiring
Ker:amatan Payangan
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Hibah Tak Kunjung Cair

Dewan Ancam Kerahkan

Massa dan Boikot Pembahasan APBD

Mangupura (Bali Post) -
Kisruh soal pencairan dana hibah di

Badung terus memanas. Bahkan. lan-
taran tak ada kejelasan hingga kini, ka-
langan DPRD Badung mengincam akan
mengerahkan ribuan massa ke pusat
Pemerintahan (Puspem) Badung.

"Saya-rasa kalau semua warga yang
mengajukan proposal itu datang ke kan-
tor bupati, maka Puspem itu akan penuh.
Ribuan orang akan datang. Kalauperlu,
_saya suruh itu warga menginap di kantor
bgnati." ujar Sekretaris Fraksi Gerindra,
Nyoman Sentana, saat dimintai konfir-
masi, Kamis (8/10) kemarin.

Menurutnya, selain menggalang
mosi tidak percaya kepada eksekutif,
dewan juga memberlkan deadline pada
eksekutif. Apabila dalam waktu iem-
inggu dana hibah tidak juga cair, maka

Sentana dan anggota dewan lain akan
menyuruh warga pemilik proposal hibah
datang ke-kantor bupati. "Intinya. kami
ber_L_dead I Ln e semi nggu." tegasnya.

Kalangan wakif iakyal pun m"r,-
gancam memboikot pembahasan APBD
2016. Ini lantaran selama ini penjabat
@j.) Bupati Badung dan Seklab dinilai
sengaja menghambat pencairan hibah.
Pasalnya, berdasarkan hasil konsultasi
dengan Pemprov Bali, hibah bisa cair asal
ada- Peraturan Bupati @erbup). Namun,
Pj. bupati tak kunjung membuat perbup
itu. "Kami dewan ini sudah tidak punva
muka lagi di masyarakat. Kami ielaiu
ditodong hibah. Hibah itu bukan untuk
dewa-n,.tapi untuk rakyat. Kami hanya
memfasilitasi," ucap politisi asal Blah-kirih,
Abiansemal ini.

Menangapi ancaman tersebut, Kabae

Humas Pemkab Badung A.A. Raka yuda
meminta agar dewan bersikap bijaksala
dalam melakukan sesuatu. "Siya'kira an-
caman itu perlu dipikirkan ulang. Apakah
hal itu termasuk bijaksana atiu iidak?
Semua harus disikapi dengan dewasa agar
semua dalam kondisi aman." katanva.

Dia mengakui. Pemkab Badungmasih
terus mencari formula agar permasala-
han hibah bisa dicarikan ialan keluar.
Eksekutif dan tim ahli sudah berkali-
kali melakukan rapat untuk mencari
solusi terbaik. "Untuk hibah, akan
dikaji pencairannya. Apabila proposal
hibah yang diajukan berupa bangunan,
maka bisa dialokasikan dalam kegiatan
eksekutif. Kami eksekutif juga terus
berusaha agar masalah ini selesai, tapi
tidak sampai masuk ke ranah hukum,"
ujarnya. (kmb27)
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Kasus Dugaan Korupsi v

Bansos Pusat Dilimpahkan

ke Kejaksaan
Tabanan @ali post) -

Sqtql"h melalui proses penyelidikan dan
penyrukan. kasw dugaan korupsi dana ban_
sos uuSen peternalian dan Kesehatan Hewan
a\hlrnya tuntas: penyidik p"lru, iJ""u"
telah meletapkan satu tersangka ffi;;;Korupsr t_tana .Bantuan program Sarjana
\agmlalSun Desa (SMD) ZOrZ .t*-"fi^
Drh. I Gusti Made Futra'Adiya.; i5D-;.JBanjar Dinas Sunantaya Kelod;D;F;$;
Oleh karena berkas ."auf, t""gLp, ;";;ditmenyerahkan tersangka dan bai;s 6uktr
F: K jg.r, Tabanan. Kamis t8/r0j-ke*;.
Kasi Pidsus Kejari Tabana" iiui.o R*fi;;
membenarkan pihaknya ."aun -""alorTperrmpahan tahap II terkait kasus korupsi
oana bansos pusat tersebut. Baik tersangka
maupun.barang bukti sudah diterinaii-val
rersangka selanjutnya kami titipkan ke i?

raDanan, uJ€rrnya.

4i* prhaknya mempersiapkan adminis-
trasr untutr rli limpahlan ke Pengadilan Tipikor
cu uenpasar, palnglambat dua mirggu. IGsusqugaan korupsr dana bansos pwat sebesar Rp
150 juta ini terjadi pada 2012-silam. Kas; ir;
oerawal keJrka pemerintah inemperkenalkan
p_rogram SMD melalui Dir{en p"ti,""ta" d
Kesehatan Hewan Kementerian RI a""*r"
menggandeng kelompok tu* tvtu[ur-3?.i.
fiencananya. dana tersebut digrurakan untuk
pe".cgmlglckan usaha kel"ompok uy"-.
Setelah dilakulan seleksi 

"""uru Ul"tlnuo
mulai dari seleksi penilaian p-po.uf, t"" lrrfH
wawanca_ra, sampai verifikasi kelompok vans
dlrakukan tim seleksi Dirjen peternakan dai
Kesehatan Hewan Fakultas p"t -Jun iirrrra.*
4an Dinas Petemakan prcvinsi Bali tersangk;
dinyatakan lulus.

Dana alhirnya cair secara bertahap, den_gan.ringian tahap pertama l1 Juli ZdtZ se_

ryTlah rip 6q juh, tahap kedua B0 November
2012 senilai Rp 45 juta, dan tahap t"trg" p"J"
25 April 2013 sebesar Rp ab juta. N;;;;
setelah dana twun ke r-ekening i"f"-o"il
tani Mekar Sari, justru d;t elola ildrfi;h
tersangka untuk berternak di lahan milikny2.
lrrgeoL, kelompok yans Uurlu-iuh 18 or;;.
kemudran_melaporkan kejadian itu ke polre"s
r_abanan. 'I'ersangka dikenakan pasal 2 avat(l) ctan pasal 3 UU RI No. 81 Tatru" tsgg
sebagaimana telah diubah mu":rai fru N"liO
Tahun 200 1 tentang pemberantas;; fi"dri
prctana korupsi. (kmbzg)


